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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya tentang Efektivitas Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lamu Kecamatan 

Batudaan Pantai Kabupaten Gorontalo, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan belum dilaksanakan secara efektif 

sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan, karena bentuk pengawasan selama in, 

belum melembaga atau tidak rutin dilakukan, hanya jika ada waktu dan kesepakatan antara 

anggota BPD dan Pemerintah Desa, serta belum ada sistem yang terbangun dalam 

pengawasan  tersebut. Selain itu, BPD belum dapat mengukur dampak langsung kegiatan 

pembangunan, belum melakukan pemantauan secara terus menerus mulai dari proses 

perencanaan dan pelakasanaan pembangunan, belum menyusun laporan hasil pengawasan 

pelaksanaan pembangunan serta belum melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan 

yang timbul dalam kegiatan pembangunan. 

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi BPD dalam pengawasan pembangunan di Desa Lamu 

Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo antara lain                 (a) Belum Adanya 

Sistem Pengawasan; (b) Keterbatasan Kemampuan SDM BPD Di Bidang Pengawasan; (c) 

Masih Kuatnya Budaya "Apatis" Dari Masyarakat; (d) Sikap Kepala Desa Yang Sedikit 

Dominan; (e) Terbatasnya Anggaran Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan BPD. 

3. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas BPD dalam pengawasan pembangunan 

di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo antara lain : 

a. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Lembaga BPD dan        
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b. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bagi Anggota BPD. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil-hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat 

diberikan beberapa saran antara lain : 

1. Sebaiknya pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten menerbitkan produk hukum yang 

mengatur SOP pengawasan oleh BPD terhadap pembangunan sehingga pengawasan tersebut 

melembaga, rutin dilakukan, serta membangun permanen sistem pengawasan  pembangunan 

desa. 

2. Pemerintah Kabupaten diharapkan menyediakan anggaran bagi BPD untuk yang dapat 

digunakan dalam operasional organisasi sehingga diharapkan lembaga BPD dapat 

menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien  sesuai amanaah peraturan perundang-

undangan. 

3. Pemerintah hendaknya secara  berkesinambungan melakukan upaya-upaya peningkatkan 

kapasitas anggota BPD dibidang pengawasan pembangunan berupa Diklat-Diklat Teknis 

pengawasan sehingga pengawasan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai 

dengan  tujuan yang telah ditetapkan. 
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